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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap Masyarakat dalam hidupnya pasti pernah mengalami perubahan-
perubahan, ada yang tidak menarik perhatian orang, ada yang pengaruhnya luas,
ada yang terjadi sangat lambat dan juga yang terjadi sangat cepat, adapula yang
direncanalan dan seterusnya. perrubahan itu bisa berdampak positif ada pula yang
berdampak negatif. Perubahan yang berdampak positif contohnya yaitu cepatnya
perkembangan dibidang teghnologi yang sudah kita rasakan saat ini, dan dampak
negatifnya salah satunya adalah masuknya barang-barang haram yang
dikategorikan sebagai Narkotika dan penyebaranya sangat pesat di Indonesia.
Disini Hukum hadir Sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau untuk
mengkontrol perubahan itu, hukum hadir sebagai penyeimbang *

Daam hukum Indonesia kejahatan Narkotika dan Psikotrapika, merupakan
kejahatan kemanusiaan yang berat, yang mempunyai dampak |uar biasa, terutama
pada generas muda suatu bangsa yang beradab. Kejahatan narkotika merupakan
kejahatan lintas negara, karena penyebaran dan perdagangan gelapnya, dilakukan
dalam lintas batas negara. Dalam kaitannya dengan negara Indonesia sebagai
negara hukum ialah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk
menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang
menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremas

hukum (supremacy of law), kesetaraan dihadapan hukum (equality before the

! Soerjono Soekanto, “Pokok-Pokok Sosilologi Hukum” Raja Grafindo Persada,cetakan
ke-12, Jakarta 2002, him 16



law), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum
(due process of law).

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan
hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi dalam bentuk
penyalahgunaan Narkotika beragam diantaranya: Bentuk-bentuk penyal ahgunaan
narkotika meliputi pemakai, pengedar dan memberikan kepada orang lain untuk
dikonsumsi serta penggunaan obat yang dilakukan secara terus menerus dan
secara berlebihan yang dapat mengakibatkkan timbulnya rasa candu dan dapat
merusak kesehatan. Penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika yaitu
berpengaruh pada beberapa faktor, diantaranya faktor ekonomi, faktor rasa ingin
tahu/coba-coba dan faktor lingkungan.

Pertanggungjawaban pidana terkait penyalahgunaan produk turunan
narkotika sangat diperlukan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia hal ini
dikarenakan produk turunan narkotika memiliki efek yang sangat buruk bagi
kesehatan manusia yaitu dapat merusak fisik dan mental. Bahaya dan akibat dari
penyalahgunaan narkotika tgersebut dapat bersifat bahaya pribadi bagi sipemakai
dan dapat pula berupa bahaya sosia masyarakat atau lingkungan®.  Produk
turunan narkotika masih belum diatur secara spesifik oleh Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sehingga, pertanggungjawabannya
terbentur oleh asas legalitas, “nullum delictum, nulla poena sine praevia lege
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poenali”” Suatu tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum

pidana apabila tidak terdapat peraturan yang mengaturnya terlebih dahulu. Atau

2 Moh, Taufik Makarro, Suhasril, H.Moh.Zakky “ tindak Pidana Narkotika” Ghalia
Indonesia” Jakarta 2003 him 49

3 “Bambang Poeromo” “Asaas-asas Hukum Pidana” Ghalia Indonesia terbitan ke-7
Yogyakarta 1994, Him 68



dengan kata lain Hal ini juga sesuai dengan aliran Hukum Positif, yang mana
mengidentikkan hukum dengan undang-undang, atau dengan kata lain tidak ada
hukum diluar undang-undang® maka, dalam hal ini dapat menjadi celah hukum
bagi pelaku tindak pidana penyal ahgunaan produk turunan narkotika. Selanjutnya
diperlukan upaya pemerintah dan instansi terkait untuk membentuk
pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan produk
turunan narkotika serta bagaimana seharusnya undang-undang mengatur
mengenai produk turunan narkotika, Sehingga pelaku tindak pidana tidak lepas
dari jeratan hukum.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah
disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut tentang
narkotika belum dapat diredakan. Dalam banyak kasus terakhir, banyak bandar-
bandar dan pengedar yang tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku
lain seperti tidak mengacuhkannya bahkan lebih cenderung untuk memperluas
daerah operasinya. Kegahatan narkotika dan obat-obatan terlarang pada masa
sekarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi
yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan
mampu mencegah dan menanggulangi keahatan tersebut guna meningkatkan
moraitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya bagi
generas penerus bangsa. Kegjahatan narkotika masih menjadi masalah kronis
yang menimpa Indonesia. Berbaga cara telah dilakukan oleh pemerintah untuk
memberantas kegjahatan yang telah merenggut banyak nyawa anak bangsa ini.

Salah satunya di bidang regulasi yang ditandai dengan diundangkannya Undang-

* H. Lili rasjidi dan Ira Thania Rasjidi “ Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum” Citra Aditya
Bakti, cetkan ke-11, Bandung 2004, him 56



Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Seiring dengan perkembangan
kejahatan narkotika, undang-undang tersebut dianggap sudah tidak lagi memadai,
maka kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang
Narkotika
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis terdorong melakukan penelitian

dalam bentuk skripsi dengan judul “PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA
PELAKU YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN 1
(BUKAN TANAMAN) YANG BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM
SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 112 UU Rl NO.35 TAHUN
2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan: No. 2638/PID.SUS2019/PN
Medan)”
B. Rumusan Masalah

Dengan rumusan masalah yang jelas akan didapat kesmpulan hasil
penelitian yang baik dan tidak mengambang.®
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraian diatas, maka yang menjadi
rumusan masalah adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban
pelaku pidana yang menyalah gunakan narkotika golongan | (Bukan tanaman)
yang beratnya melebihi 5 gram (Studi Putusan N0.2638/Pid.Sus/2019/Pn.Medan).
C. Tujuan Pendlitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang
menjadi  tujuan  penelitian adalah untuk  mengetahui  bagaimana

pertanggungjawaban pelaku Pidana yang menyal ahgunakan narkotika golongan |

> Bambang waluyo, “Penelitian Hukum dalam Praktek” Sinar Grafika, cetakan ke-4,
jakarta, 2008 , him 26



(Bukan tanaman) yang beratnya melebihi 5 gram (Studi  Putusan
No0.2638/Pid.Sus/2019/Pn.Medan).
D. Manfaat Penelitian
Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:
1. Manfaat Teoritis
Hasil penilitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran
dalam usaha untuk mengembangkan pengetahuan ilmu Hukum Pidana khususnya
dalam tindak Pidana Narkotika dan sekaligus refrensi bagi kepentingan akademis
serta tambahan bagi keputusan dan kebijakan, khususnya dalam tindak pidana
Narkotika
2. Manfaat Praktis
1. Adapun yang menjadi hasil penelitian secara praktis ialah dapat
Membeikan masukan-masukan kepada Aparat penegak Hukum seperti
Pengacara dalam menyelesaika permasalahan hukum serta mengambil
keputusan dan kebijakan, khususnya dalam tidak pidana Narkotika.
2. Memberi gambaran kepada masyarakat luas agar lebih mengerti dan
memahami tentang tindak pidana perdagagan orang.
3. Manfaat bagi Penulisa
1. Adapun yang menjadi Penelitian ini adalah untuk menambah ilmu
pengetahuan dan wawasan yang lebih luas tentang tindak Pidana
Narkotika
2. Sebagai sadlah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.



BAB ||
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini
menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Asas
kesal ahan yaitu tiada pidana tanpa kesalahan. Walaupun asas ini tidak secarategas
tercantum dalam KUHP maupun peraturan lainnya, namun berlakunya asas
tersebut sudah tidak diragukan lagi. Jadi Pertanggungjawaban pidana
yaitu menyangkut pada diri “Orang atau Pelaku”.Pertanggungjawaban pidana
menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika melakukan suatu tindak pidana dan
memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, ia akan diminta
pertanggungjawaban apabila perbutan tersebut melanggar hukum. Dilihat dari
sudutkemampuanbertanggungjawabmakahanyaorangyang mampu
bertanggungjawab yang dapat diminta pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban
pidanadalam istilahasingtersebut juga dengan teorekenbaardheid atau criminal
responsibility yangmenj uruskepadapemi danaanpeti ndakdenganmaksuduntuk
menentukanapakahseseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan
atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana

dapat dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana.®

® Choerul Huda Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada
Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan, Kencana,Jakarta, 2006, him. 62



2. Unsur-unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana

Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah :

1. Meakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana.

Unsur pertanggungjawaban pidana dalam bentuk melakukan perbuatan melawan
hukum sebagal syarat mutlak dari tiap-tiagp melakukan perbuatan pidana. Jika sifat melawan
hukum perbuatan pidana tersebut tidak dilakukan.Sifat melawan hukum dari tindak pidana
yang terdapat pada KUHP merumuskan delik tersebut secara tertulis dan juga tidak
tertulis. Jka rumusan delik tidak mencantumkan adanya sifat melawan hukum suatu
perbuatan pidana, maka unsur delik tersebut dianggap dengan diam-diam telah ada, kecuali
Jjika pelaku perbuatan dapat membuktikan tidak adanya sifat melawan hukum tersebut.

2. Untuk adanya pidana harus mampu bertanggungjawab.

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur yang diwajibkan
gunamemenuhi pertanggungjawaban suatu perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, yang menjadi
dasar adanya kemampuan bertanggungjawab adal ah:

1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yangburuk,

yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.

2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan

buruknya perbuatan tadi.

Bertanggungjawab artinya, seseorang mampu mempertanggungjawabkan perbuatanya, ada

beberapa orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatanya diantaranya :

1. Jwasi pelaku cacat.

2. Tekanan jiwa yang tidak dapat ditahan.



3. Gangguan penyakit jiwa

Demikian beberapa unsur yang bisa dimintal pertanggungjawabanya dan tidak .
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan.

Perbuatan manusia dianggap mempunyal kesalahan merupakan bagian dari unsur
pertanggungjawaban pidana. Asas yang dipergunakan dalam pertanggungjawaban pidana yaitu
tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Bentuk perbuatan manusia mempunyai kesalahan
terdapat dua sifat daam ha melaksanakan perbuatan tersebut, yaitu kesenggjaan dan
kelalaian. Perbuatan dilakukan dengan sengga adalah perbuatan yang dikehendaki dan
dilakukan dengan penuh kesadaran. Bentuk kesengajaan ada 3 macam yaitu:

1. kesengajaan dengan maksud

2. kesengajaan sebagal kepastian, keharusan, dan

3. kesengajaan sebagali kemungkinan

sedangkan keldaian dilakukan tanpa keadaan sadar dan dapat dibuktikan
pertanggungjawabanya sebagal pertimbangan hakim untuk memutus pidana itu.

4.  Tidak adanya alasan pemadf.

Mengenai alasan pembenar dan pemaaf, sebenarnya pembedaan ini tidakpenting bagi s
pembuat sendiri, karena jika ternyata ada alasan penghapusan pidanamaka teranglah ia
tidak akan dipidana. Ketentuan yang mempunyai bentuk perbuatan sebagai alasan pemaaf
pada ketentuan KUHP adalah sebagai berikut:

a. mengenal pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggui;

b. mengenai daya memaksa

c. mengena pembelaan terpaksa

d. mengenai melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah.



Jka memenuhi dari salah satu ketentuan tersebut di atas, maka perbuatan yang dilakukan
merupakan tindak pidana, namun harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau tidak dapat
dimintai pertanggungjawaban pidana.
B. Tinjauan Umum Mengenai Pemidanaan
1. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi
dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan
“pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan
hukum pidana formil. JM. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :’
Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut- turut, peraturan umum
yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan
itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan
menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.
Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana meteril dan hukum pidanaformil sebaga berikut:

1. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana,
menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang
dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman ataas pelanggaran pidana.

2.Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan
hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan
kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh
keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi

berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pernyataan di atas, terlihat bahwa

’Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika,. Jakarta, 2005, him. 2.



pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebaga upaya balas dendam melainkan sebagai
upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap
terjadinya kgahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud
apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:
1) Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
2) Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
3) Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang
2. Tujuan Pemidanaan
Di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama
ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun
sebagai bahan kgjian, Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pemidanaan pada
Buku Kesatu Ketentuan Umum dala Bab 1l dengan judul Pemidanaan, Pidana dan Tindakan.
Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:®
1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan bailk secara menakut-
nakuti orang banyak (generals preventif) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang
sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale
preventif), atau
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi
orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat,
rehabilitas dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk

menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu

8Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, 1981, him. 16
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nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia
P.A.F. Lamintangmenyatakan,®:

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu
pemidanaan, yaitu :

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,

2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan- kejahatan, dan

3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan

kejahatan-kegahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah
tidak dapat diperbaiki lagi.

Dari kerangka pemikiran di atas, melahirkan beberapa teori tentang tujuan pemidanaan.
Pada umumnya teori-teori pemidanaan terbagi atas tigayaitu :

1.  Teori Absolut atau Teori pembalasan (Vergelding Theorien)

Menurut teori ini pidana dijatunkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan
atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada
pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi
pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatunkan tetapi menjadi
keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (revegen). Sebagaimana yang
dinyatakan Muladi bahwa:'°

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang
telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu
sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata

karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada

’Ibid, him. 23.
197ainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta,, 2007, him. 11.
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sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan
untuk memuaskan tuntutan keadilan. Dari teori tersebut di atas, nampak jelas bahwa pidana
merupakan suatu tuntutan etika, di mana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan
hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah
etikayang jahat ke yang baik.

Menurut Vos, bahwa*“Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalsan subyektif
dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku,
sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh
pelaku di dunia luar”

2. Teori Relatif atau Tujuan (Doel Theorien)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk
menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar
pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai
tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi,
dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Menurut Muladi tentang teori ini bahwa:*?

“Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai
tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesgahteraan masyarakat. Sanksi
ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan ke ahatan, maka
bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.”

Teori ini memunculkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan

khusus (speciale preventie) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (general

“Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, him. 27.
2zainal Abidin, Ibid, him. 11
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preventie) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama
pemidanaan yaitu preventif, detterence, dan reformatif. Tujuan preventif (prevention) untuk
melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan
menakuti (detterence) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual
pelaku agar tidak mengulangi perbuatanya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang.
Sedangkan tujuan perubahan (reformation) untuk mengubah sifat jahat s pelaku dengan
dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan
kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di
masyarakat.

3. Teori Gabungan/modern (Vereningings Theorien)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural,
karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagal
satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembal asan
sgjauh pemidanaan dilihat sebagali suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah.
Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu
reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:*®

1. Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.

2. llmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi

antropologi dan sosiologis.

3. Pidana iadlah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk

memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana

BDjoko Prakoso, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana,
Liberty, Yogyakarta, him. 47.
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tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi
denga upaya sosiahya.

Pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu selain
memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan
dan pendidikan. Dari uraian di atas dapat dismpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu
dikehendakinya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan ke ahatan-
keahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap
dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat
tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu
pemidanaan tidak dapat dihindari.

Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa
Belanda hanya dikenal dengan satu istilah untuk keduanya, yaitu straf. Istilah hukuman adalah
istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana.
Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana. Apakah pidana
itu? Tujuan hukum pidana tidak terus dicapai dengan pengenaan pidana, tetapi merupakan upaya
represif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan. Pidana perlu dijatuhkan kepada
terdakwa karena telah melanggar hukum (pidana). Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang
dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir
tetapi tujuan terdekat. Inilah perbedaan antara pidana dan tindakan karena tindakan dapat berupa
nestapa juga, tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu
memperbaiki pembuat. Wijayanto dan Ridwan Zachrie menyimpulkan bahwa pidana

mengandung unsur- unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:**

“Wijayanto dan Ridwan Zachrie, Korupss Mengorupsi  Indonesia,Gramedia  Pustaka
Utama,Jakarta,2009,him. 840
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1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan perderitaan atau nestapa atau

akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;

2. Pidanaitu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan

(oleh yang berwenang);

3. Pidana itu dikenekan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut

undang-undang.

Sementara itu yang dimaksud dengan pemidanaan adalah tindakan yang diambil oleh
hakim untuk memidana seorang terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto: ™

“Penghukuman berasal dari kata dasar hukum , sehingga dapat diartikan sebagai
menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (ber schen) menetapkan hukum untuk
suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut hukum pidana sgja, akan tetapi juga hukum perdata.
Oleh karena itu maka tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus
disempitkan artinya yaitu penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali bersinonim
dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim”.

Menurut M. Sholehuddin tujuan pemidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana
dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahtraan serta keseimbangan
dan kesdlarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban, dan
pelaku. M. Sholehuddinmengemukakan sifat-sifat dari unsur pidana berdasarkan atas tujuan
pemidanaan tersebut, yaitu:*®

1. Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan

martabat seseorang.

YSudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Alumni. Bandung, 1997, him. 36.
M. Sholehuddin, Sistem Sanks dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System &
Implementasinya, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, him. 59.
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2. Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya
atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunya sikap jiwa yang positif
dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.

3. Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terhukum
maupun oleh korban ataupun masyarakat).

Tujuan pemidanaan dalam hubungannya dengan usaha penaggul angan kejahatan korporasi
dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penanggulangan kejahatan korporasi yang dilakukan
secara integratif melalui kebijakan penal dengan menggunakan sarana hukum pidana dan
penanggulangan kejahatan korporasi melalui kebijakan non penal dengan menggunakan sarana
selain hukum pidana. Sementara itu menurut Muladi tujuan pemidanaan haruslah bersifat
integratif, yaitu:*’

1. Perlindungan masyarakat;

2. Memelihara solidaritas mayarakat;

3. Pencegahan (umum dan khusus);

4. Pengimbalan/pengimbangan.

Daam masaah pemidanaan dikenal ada dua sistem atau cara yang biasa diterapkan mulai
dari jaman Wetboek van Strafrecht (W. v. S) Belanda sampal dengan sekarang yang diatur dalam
KUHP, yaitu :

1. Bahwa orang dipenjara harus menjalani pidananya dalam tembok penjara. la harus di

asingkan dari masyarakat ramai dan terpisah dari kebiassan hidup sebagaimana
layaknya mereka yang bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan di

bel akang tembok penjara.

Y“Muladi. Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni. Bandung, 2004, him. 11.
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2. Bahwa sdlan narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk kembali
bermasyarakat atau rehabilitasi/resosialisasi.
3. Jenisjenis Pemidanaan
Sehubungan dengan adanya Penggolongan tentang jenis-jenis narkotika sebagaimana
dimaksud dalam rumusan Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dalam Penjelasan Umum Undang-undang

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, seperti terurai di bawah ini.

1. Narkotika Golongan |

Daam ketentuan ini yang di maksud Narkotika golongan | adalah Narkotika yang hanya
dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam
terapi, sertamempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

2. Narkotikagolongan Il

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan Il adalah Narkotika
berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi
dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi
mengakibatkan ketergantungan.

3. Narkotika golongan I11

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan Ill adalah Narkotika
berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan
ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Hukum pidana indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP

yakni :
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1. Pidana Pokok
a. Pidana mati
b. Pidanapenjara
c. Pidanakurungan

d. Pidana denda

2. Pidana Tambahan
a. Pencabutan hak-hak tertentu
b. Perampasan barang-barang tertentu
c. Pengumuman putusan hakim
Adapun mengenai kualifikas urut-urutan dari jenisjenis pidana tersebut adalah
didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan
terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagal tambahan terhadap pidana-pidana
pokok , dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatunkan ataupun tidak). Hal ini
terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261
dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan.
Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai
berikut:*®
1. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal
perampasan barng-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada
pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan

pada tindakan).

T olib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Bandung, Alfabeta, 2010, him. 77.
18



2. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok,
sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan
maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut tersebut
dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau
keharusan).

Pelaku Tindak Pidana Narkotika dapat dikena sanksi pidana yang terdapat pada
ketentuan pidana Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotikayaitu dengan
klasifikasi sebagai berikut:

1. Pengedar

Ketentuan pidana bagi pengedar dalam UU Narkotika diatur dalam Pasal 111,Pasal 112,
Pasal 114, dan Pasal 116untuk Narkotika Golongan |. Pasal 117, Pasal 119, dan Pasal 121
untuk Narkotika Golongan Il. SertaPasal 122, Pasa 124, danPasal 126 untuk Narkotika
Golongan I11.

2. Produsen

Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi dengan menyiapkan,
mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung
melalui ekstraksi atau non-ekstraksi dari sumber a@ami  atau sSintesis  kimia  atau
gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.*°Sanksi Pidana
yang dapat diberikan bagi produsen Narkotika adalah Pasal 113, Pasal 118, dan Pasal 123

UU Narkotika.

Ppasal 1 angka 3Undang —undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
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3. Penyalahguna

Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan
hukum.®Penerapan sanksi pidana bagi Penyalahguna diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) UU
Narkotika.

Selama ini, Indonesia hanya memberantas peredaran Narkotika dan obat-obatan
terlarang lainnya tapi tidak melakukan upaya-upaya lain seperti menekan permintaan dan
melakukan rehabilitas pada penyalahguna Narkotika. Rehabilitasi sendiri telah diatur dalam
Pasal 54 hingga Pasal 59 UU Narkotika. Pada Pasal 54 UU Narkotika dijelaskan bahwa yang
wajib menjalani rehabilitas medis dan rehabilitas sosial adalah pecandu Narkotika dan
korban penyalahgunaan Narkotika sgja, tidak untuk penyalahguna.

Korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengagja
menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk
menggunakan Narkotika*Rehabilitasi bagi pecandu Narkotika memang sangatlah perlu
diberikan, sebab pecandu narkotika merupakan orang yang  menggunakan  atau
menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik
secara fisik maupun psikis.*’Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses
pengobatan yang bertujuan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan dan masa
rehabilitas sendiridipersamakan denganmasa menjalani  hukuman.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu  bentuk

perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika kedalam tertib sosial agartidak

**Pasal 1 angka 15 Undang —undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika
*'Penjelasan Pasal 54 Undang —undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika
*Pasal 1 angka 13 Undang —undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
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lagi melakukan penyalahgunaan narkotika. Apabila pecandu tidak direhabilitasi, maka besar
kemungkinan akan ada tindak kegahatan yang dilakukan di kemudian hari. Ketikapecandu
dimasukkan ke dalam penjara pun tidak akan menyembuhkannya dari ketergantungan
Narkotika, sehingga setelah menjalani masa pidana dalam lapas ia akan mencari dan
mengkonsumsi lagi Narkotika.

Pada Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika, setiap penyalahguna Narkotika Golongan |
bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, Narkotika
Golongan 1l bagi diri sendiri dipidana dengan pidanapenjara paling lama 2 (dua) tahun,
dan Narkotika Golongan Il bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama
1 (satu) tahun. Hal inilah yang menjadi ketakutan tersendiri bagi setigp penyalahguna
Narkotika. Selain dijatuhi pidana penjara, para penyalahguna juga dapat dikenai pidana
denda. Apabila didasarkan pada asas dadam hukum pidana, sanksi pidana merupakan
ultimum remidium dimanasanksi pidana seharusnya menjadi upaya terakhir dalam langkah
penegakan hukum. Rehabilitasi juga dapat digunakan sebagal aternatif agar Lapas yang
dinilac sudah tidak mampu lagi menampung narapidana dapat dimasukan ke dalam
Lembaga Rehabilitasi dankebijakan tersebutdinilai cukup efektif dalam menyelesaikan
permasalahan terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 127 Ayat (3) UU Narkotika, penyalahguna dapat dikenakan sanksi
rehabilitass medis dan rehabilitas sosia apabila ia terbukti atau dapat dibuktikan sebagai
korban penyalahgunaan NarkotikaMenurut Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asas Manusia Republik Indonesia,Menteri
Kesehatan Republik IndonesiaMenteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik

Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Badan Narkotika
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Nasional Republik Indonesia Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan  Korban
Penyalahgunaan Narkotika Ke Daam Lembaga Rehabilitasi,penyalahguna Narkotika
dapat dijatuhi sanksi pidana berupa rehabilitasi. Penerapan sanks rehabilitas tersebut
dapat dilakukan apabila pada saat tertangkap tangan ditemukan alat bukti berupa
Narkotika dengan berat tertentu yang tidak melebihijumlah terntentu berdasarkanperaturan
yang berlaku. Untuk dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitas medis/atau rehabilitas
sosial dengan kewenangan intitus masing-masing, Tersangka atau Terdakwajugaharus
dilengkapi surat hasil asesmen dari tim Asesmen terpadu. Tim Asesmen terpadu terdiri
dari :

1. Tim Dokter yang meliputi dokter dan Psikolog,

2. Tim Hukum terdiri dari unsur Polri,BNN,Kgaksaaan dan Kemenkumham.?

Pada praktiknya telah terdapat beberapa putusan yang menjatuhkan pidana berupa
rehabilitas terhadap penyalahguna Narkotika, namun masih banyak pula putusan —putusan
pengadilan yang tidak mempertimbangkan ha tersebut dan lebih  memilih
untuk.menjatuhkan putusan berupa pidana penjara bagi penyalahguna Narkotikapadahal
penyalahguna padaperkara tersebut memenuhi kuaifikas kualifikasi penyalahguna yang
dapat dijatuhi pidana berupa rehabilitasiyang memiliki kasus posisi yang hampir sama dengan
penyalahguna yang dijatuhi pidana rehabilitasi.

c. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Narkotika

1. PengertianTindak Pidana Narkotika

“Pasal 8 Angka 3 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaMenteri Kesehatan Republik Indonesia,Menteri Sosial Republik
Indonesia,Jaksa Agung Republik IndonesiaKepala Kepolisian Negara Republik IndonesiaKepala Badan
Narkotika Nasional Republik Indonesia Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan
Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi
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Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35
tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat
yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai
menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika yang terkenal di
Indonesia sekarang ini berasal dari kata “Narkoties’, yang sama artinya dengan kata narcosis
yang berarti membius. Dulu di Indonesia dikenal dengan sebutan madat.

Daam penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun
ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luastersebut selain didasarkan pada faktor-
faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam
ketentuan yang berlaku tidak memadal lagi sebagal sarana efektif untuk mencegah dan
memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Salah satu materi baru dalam
Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dibagi menjadi 3 (tiga) golongan,
mengenai bagaimana penggolongan dimaksud dari masing-masing golongan telah di rumuskan
dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Narkotika.

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasa 111 sampa dengan Pasal 148
Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak
disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di
dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangksikan lagi bahwa semua tindak
pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan keahatan. Alasannya, kalau narkotika
hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar

kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang

23



ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa
manusia.®* Penggunaan narkotika secara legal hanya bagi kepetingan- kepentingan pengobatan
atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat memberi ijin lembaga ilmu pengetahuan
dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau
untuk persediaan ataupun menguasai tanaman papaver, koka dan ganja.®

Penanggulangan terhadap tindak pidana narkotika dapat dilakukan dengan cara preventif,
moralistik, abolisionistik dan juga kerjasama internasional. Penanggulangan secara preventif
maksudnya usaha sebelum terjadinya tindak pidana narkotika, misalnya dalam keluarga, orang
tua, sekolah, guru dengan memberikan penjelasan tentang bahaya narkotika. Selain itu juga dapat
dengan cara mengobati korban, mengasingkan korban narkotika dalam masa pengobatan dan
mengadakan pengawasan terhadap bekas pecandu narkotika.
2. JenisjenisTindak Pidana Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap
perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan
narkotika adalah bagian dari tindak pidana narkotika. Pada dasarnya penggunaan narkotika
hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengobatan serta ilmu pengetahuan dan
teknologi. Apabila diketahui terdapat perbuatan diluar kepentingan-kepentingan sebagaiman
disebutkan diatas, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan  sebagai tindak  pidana
narkotika. Hal tersebut ditegaskan oleh ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa :

“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

dan/atau  pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”

**supramono, G. 2001. Hukum Narkotika Indonesia.Djambatan, Jakarta.
25Soedjono Dirjosisworo.1990. Hukum Narkotika di Indonesia. Bandung citra Aditya bakti.
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Tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 111 sampa Pasal 148 Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam segi  perbuatannya ketentuan pidana yang

diatur oleh undang-undang tersebut dapat dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) antaralain:

1.

2.

8.

0.

K gahatan yang menyangkut produksi narkotika.

Kgahatan yang menyangkut jual beli narkotika.

K g ahatanyang menyangkutpengangkutandantrasito narkotika.
Kgahatan yang mengangkut penguasaan narkotika.

K gahatan yang menyangkut penyal ahgunaan narkotika.

K gahatan yang menyangkut tidak melapor pecandu narkotika.
K g ahatanyangmenyangkutlabel dan publikasi narkotika.
Kgahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika.

Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika.?®

Daam ha kebijakan kriminalisasi, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak

pidana dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Kegahatan yang menyangkut produksi narkotika.

Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai

narkotika (dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman) diatur dalam (pasal 111 sampai dengan

pasa 112); Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan |

(pasal 113); Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor,

mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan 11l (pasal 123);Tanpa hak atau melawan

hukum Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan 11 (pasal

118);

2. Kgahatan yang menyangkut jual-beli narkoba

*®Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia, Jakarta : Djambatan, 2001. HIm. 154
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Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jua beli,
menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan | (pasal 114);Menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jua beli, menukar, atau menyerahkan
Narkotika golongan 1l (pasa 119);Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jua beli,

menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan I11(pasal 124);

3. Kgahatan yang menyangkut pengangkutan dan transito narkotika

Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan | (pasal
115);Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan 1l (pasa
120); Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan |11 (pasa 125);

4. Kegahatan yang mengangkut penguasaan narkotika.

Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
narkotika golongan Il (pasal 117);Setiap orang yang tanpa hak ataumelawan hukum memiliki,
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I11 (pasal 122);

5.  Kegahatan yang menyangkut penyal ahgunaan narkotika.

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan | terhadap
orang lain atau memberikan narkotika golongan | untuk digunakan orang lain (pasal 116);Setiap
orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan |1 terhadap orang
lain atau memberikan narkotika golongan 11 untuk digunakan orang lain (pasal 121);Setiap orang
yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan |11 terhadap orang lain
atau memberikan narkotika golongan 111 untuk digunakan orang lain (pasal 126);Setiap penyalah

guna: (pasal 127 ayat 1)
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1. Narkotika golongan | bagi diri sendiri

2. Narkotika golongan Il bagi diri sendiri

3. Narkotika golongan I11 bagi diri sendiri

Setiap orang tanpa hak melawan hukum : (pasal 129)

1. Memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk
pembuatan Narkotika;

2. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk
pembuatan Narkotika;

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jua
beli, menukar, atau menyerahkan prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;

4. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor Narkotika untuk
pembuatan Narkotika.

5. Kgjahatan yang menyangkut tidak melapor pecandu narkotika.
Orang tua atau wali yang tidak melapor dari pecandu yang belum cukup umur (pasa
128)Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu (pasal 123)

6. Kgahatanyangmenyangkutlabel dan publikasi narkotika.
Menyangkut label dan publikas (pasal 45-47)

7. Kgjahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika.
Pecandu Narkotika yang belum cukup umur (pasal 55 ayat 1) yang senggja tidak
melapor (pasal 128);

8. Kgahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika

Menyangkut penyitaan dan wewenang Penyitaan (pasal 87-91)
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Menyangkut pemusnahan dan wewenangnya (pasal 92)

Kebijakan sanksi pidana dan pemidaannya antara lain disebutkan sebagai berikut :

1. Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dalam waktu
tertetentu/seumur hidup, dan pidana mati), pidana tambahan (pencabutan izin
usaha/pencabutan hak tertentu), dan tindakan pengusiran (bagi warga Negara asing).

2. Jumlah/lamanya pidana bervarias untuk denda berkisar antara Rp 800.000.000,00
(delapan ratus juta rupiah) sampa Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk
tindak pidana Narkotika, untuk pidana penjara minimal 4 tahun sampai 20 tahun dan
seumur hidup.

3. Sanks pidana pada umumnya (kebanyakan) diancamkan secara kumulatif (terutama
penjara dan denda);

4. Untuk tindak pidana tertentu ada yang diancam dengan pidana minimal khusus (penjara
maupun denda);

5. Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang didahului dengan permufakatan
jahat, dilakukan secara terorganisasi,dilakukan oleh korporasi dilakukan dengan
menggunakan anak belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (recidive).

Menurut Barda Nawawi Arief kebijakan kriminalisasi dari Undang- undang Narkoba

tampaknyatidak terlepas dari tujuan dibuatnya Undang- undang itu, terutamatujuan :

1. Untuk mencegah terjadinya penyal ahgunaan narkotika/psikotropika, dan

2. Memberantas peredaran gelap narkotika/psikotropika.

Oleh karena itu, semua perumusan delik dalam Undang-undang Narkoba terfokus pada

penyalahgunaan dari peredaran, narkobanya“-nya (mulai dari penanaman, produksi, penyaluran,
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lalu lintas, pengedaran sampai ke pemakaiannya, termasuk pemakaian pribadi, bukan pada
kekayaan (property/assets) yang diperoleh dari tindak pidana “narkobanya” nya itu sendiri.

Daam ilmu hukum pidana, orang telah berusaha memberikan penjelasan tentang siapa
yang harus dipandang sebagai pelaku suatu tindak pidana.Van Hameltelah mengartikan pelaku
dari suatu tindak pidana dengan membuat suatu definisi sebagai berikut :

“Pelaku tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi
semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik
yang telah dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas,jadi pelaku itu
adalah orang yang dengan seseorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang
bersangkutan”.?’

Pengertian Doen pleger atau yang menyuruh lakukan itu merupakan salah satu bentuk
deelneming yang terdapat di dalam Pasal 55 KUHP. Mengenai pengertian doen pleger atau yang
menyuruh melakukan, Sumaryanti memberikan penjelasan tentang hal tersebut yaitu sebagai
berikut :

“Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger), di sini sedikitnya ada dua orang yaitu
yang menyuruh (doen pleger) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang
melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun ia tetap dipandang dan
dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana”

3.  Penyalahgunaan Narkotika

Secara harfiah, kata penyalahgunaan berasal dari kata “salah guna” yang artinya tidak
sebagaimana mestinya atau berbuat keliru. Jadi, penyalahgunaan narkotika dapat diartikan
sebagai proses, cara, perbuatan yang menyel eweng terhadap narkotika.

Daam Pasal 1 ayat 13 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pecandu
Narkotika adalah Orang yang menggunakan ataumenyalahgunakan Narkotika dan dalam
keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis sedangkan penyalah

guna narkotika dalam Pasal 1 ayat 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

27Lamintang, 1984,Hukum Penitersier Indonesia. Alumni, Bandung. Him. 556
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adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Pengembangan

Narkotika bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Bab X Pasal 53

sampal dengan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 terutama untuk kepentingan

Pengobatan termasuk juga untuk kepentingan Rehabilitas.

Menurut Dr.Graham Bline, penyalahgunaan narkotika dapat terjadi karena beberapa

alasan, yaitu :

1.  Faktor intern (dari dalam dirinya)

1.

7.

8.

sebagal proses untuk menentang suatu otoritas terhadap orang tua, guru, hukum atau
instansi berwenang,

mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual,

membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan
penuh resiko,

berusaha mendapatkan atau mencari arti daripada hidup,

Melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman sensasiona dan
emosional,

Mengis kekosongan dan mengisi perasaan bosan, disebabkan kurang kesibukan,
Mengikuti kemauan teman dan untuk memupuk rasa solidaritas dan setia kawan,

Didorong rasaingin tahu dan karenaiseng.

Faktor Ekstern

1. Adanya usaha-usaha subversi untuk menyeret generasi muda ke lembahsiksa narkotika,

2. Adanya situasi yang disharmoniskan (broken home) dalam keluarga, tidak ada rasa

kasih sayang (emosional), renggangnya hubungan antara ayah dan ibu, orang tua dan

anak serta antara anak-anaknya sendiri,

30



3. Karena politik yang ingin mendiskreditkan lawannya dengan menjerumuskan generas
muda atau remgja.

4. Penyaahgunaan narkotika merupakan wabah yang harus mendapatkan penanggulangan
yang serius dan menyeluruh. Penanggulangan dan pencegahan harus dilakukan dengan
prioritas yang tinggi sertaterpadu.

5. Tindakan hukum perlu dijatunkan secara berat dan maksimum, sehingga menjadi jera
dan tidak mengulangi lagi atau contoh bagi lainnya untuk tidak berbuat.

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan kriminalisasi dari Undang- undang Narkoba

tampaknyatidak terlepas dari tujuan dibuatnya Undang- undang itu, terutamatujuan :

1.  Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika/psikotropika, dan

2.  Memberantas peredaran gelap narkotika/psikotropika.

Oleh karena itu, semua perumusan delik dalam Undang-undang Narkoba terfokus pada
penyalahgunaan dari peredaran ,,narkobanya“-nya (mulai dari penanaman, produksi, penyaluran,
lalu lintas, pengedaran sampal ke pemakaiannya, termasuk pemakaian pribadi, bukan pada
kekayaan (,,property/assets) yang diperoleh dari tindak pidana “narkobanya” nya itu sendiri.

Daam ilmu hukum pidana, orang telah berusaha memberikan penjelasan tentang siapa
yang harus dipandang sebaga pelaku suatu tindak pidana.Van Hameltelah mengartikan pelaku
dari suatu tindak pidana dengan membuat suatu definisi sebagai berikut :

“Pelaku tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi
semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik
yang telah dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas,jadi pelaku itu
adalah orang yang dengan seseorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang
bersangkutan”.?®

Pengertian Doen pleger atau yang menyuruh lakukan itu merupakan salah satu bentuk

deelneming yang terdapat di dalam Pasal 55 KUHP. Mengenai pengertian doen pleger atau yang

28Lamintang, 1984,Hukum Penitersier Indonesia. Alumni, Bandung. Him. 556
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menyuruh melakukan, Sumaryanti memberikan penjelasan tentang hal tersebut yaitu sebagal
berikut :

“Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger), di sini sedikitnya ada dua orang yaitu
yang menyuruh (doen pleger) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang
melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun ia tetap dipandang dan
dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana”

Dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjelaskan tentang Narkotika
adalah :“Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan
hukum.”

Pengertian Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga
untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu
diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa
mempergunakan Narkotika.

Daam Pasa 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
menjelaskan mengenai pengertian Pecandu Narkotika yaitu:

“Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan
dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.”
Dari pengertian tersebut, maka dapat diklasifikasikan 2 (dua) tipe Pecandu Narkotika yaitu :

1. Orang yang menggunakan Narkotika dalam keadaaan ketergantungan secara fisik

maupun psikis, dan

2. Orang yang menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik

maupun psikis.

Untuk tipe yang pertama, maka dapatlah dikategorikan sebagal pecandu yang mempunyai

legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatan dirinya

sendiri. Selanjutnya untuk Pecandu Narkotika tipe kedua, maka dapatlah dikategorikan sebagai
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pecandu yang tidak mempunyal legitimas untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan
pelayanan kesehatannya.
Menurut Rachman Hermawan, menyatakan bahwa :

“Pemakaian narkotika secara terus-menerus akan mengakibatkan orang itu bergantung
pada narkotika, secara mental maupun fisik, yang dikenal dengan istilah kebergantungan fisik
dan mental. Seseorang bisa disebut mengalami kebergantungan mental bila ia selalu terdorong
oleh hasrat dan nafsu yang besar untuk menggunakan narkotika, karena terpikat oleh
kenikmatannya”

Kebergantungan mental ini dapat mengakibatkan perubahan perangai dan tingkah laku.
Seseorang bisa disebut mengalami kebergantungan fisik bilaia tidak dapat melepaskan diri dari
cengkeraman narkotika tersebut karena, apabila tidak memaka narkotika, akan merasakan
siksaan badaniah, seakan-akan dianiaya. Kebergantungan fisik ini dapat mendorong seseorang
untuk melakukan keahatan-kejahatan, untuk memperoleh uang guna membeli narkotika.
K ebergantungan fisik dan mental lambat-laun dapat menimbulkan gangguan pada kesehatan.”

Begitu bahayanya akibat yang dapat ditimbulkan dalam penyalahgunaan narkotika
sehingga dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal narkotika yaitu
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jua beli,
menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup
atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Pada dasarnya, kriteria untuk dapat dikenakan sanksi pidana adalah tindakan yang
dilakukan harus memenuhi semua unsur yang diatur dalam pasal-pasa pidana daam UU
Narkotika. Dan pada akhirnya bergantung kepada penilaian hakim apakah akan menjatuhkan

pidana seumur hidup atau tidak.

*Rachman Hermawan S. 1987. Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja. Bandung. Penerbit Eresco.
Him. 11
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BAB |11

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang lingkup Pendlitian



Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa inggris, yaitu research. Kata research
berasal dari re (kembali) dan to search (mencari). Research berarti mencari kembali. Oleh
karena itu penelitian berhubungan dengan upaya pencarian pengetahuan atau pengetahuan yang
benar. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan
maupun teknologi. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran
sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan
kontruksi terhadap bahan yang telah dikumpulkan dan diolah.

Ruang lingkup penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan
dibahas dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini adalah
Pertanggung jawaban Pidana pelaku yang menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 (Bukan
Tanaman) yang beratnya melebihi 5 gram (Studi Putusan : N0.2638/Pid.Sus/2019/Pn.Medan).
B. JenisPendlitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah pustaka atau data

sekunder. Data sekunder merupakan data yang sudah ada dan diolah berdasarkan bahan hukum.

9. Metode Pendekatan Masalah
M etode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode pendekatan kasus (case approach) yaitu dengan cara menganalisis Putusan Nomor
2638/Pid.Sus/2019/Pn.Medan

2. Metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaiutudilakukan dengan

menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu Undang
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Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan KUHP (Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana).

D. Sumber Bahan Hukum
Sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum

sekunder. Bahan hukum sekunder dapat dilihat antaralain:

a.  DataPrimer (Primary Law Material)

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara umum (perundang
undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak,
konvensi, dokumen hukum, dan putusan Hakim). Bahan hukum primer yang digunakan
dalam penelitian ini adalah :

a. Putusan Pengadilan Negeri Medan No.2638/Pid.Sus/2019/Pn.Medan
b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
c. Undang- Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

2. Data Sekunder (Secondary law Material)
Yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (textbook) yang ditulis para ahli hukum,
Y urisprudensi dan jurnal hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.
3. DaaTese (Tertiary Law Material)

Y aitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer
dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, internet dan seterusnya.

E. MetodePenditian
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Untuk memperoleh Bahan Penelitian yang diperlukan guna mendukung pembahasan
masalah, maka metode penelitian yang dilakukan adalah menelusuri buku-buku yang
berhubungan dengan judul skrips yaitu melakukan penelitian kepustakaan. Penelitian
Kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan
pustaka atau buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel resmi dari media
cetak da media elektronik, menelusuri pendapat hukum atau doktrin atau teori-teori yang
diperoleh dari literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul
skripsi.

F. Analisis Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu penelitian
yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan
andisis terhada putusan Nomor 2638/Pid.Sus/2019/Pn.Medan yaitu tentang Pertanggung
jawaban Pidana pelaku yang menyal ahgunakan Narkotika Golongan 1 (Bukan Tanaman) yang

beratnya melebihi 5 gram.
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